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BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGELOLAAN

LAHAN PERHUTANI DESA SATAK KECAMATAN PUNCU KABUPATEN

KEDIRI

A. Analisis terhadap Praktik Pengelolaan Lahan Perhutani Desa Satak

Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri

Sebagaimana telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya,

tentang pelaksanaan kerjasama dan berdasarkan apa yang melatar belakangi

terjadinya praktek pengelolaan lahan Perhutani Desa Satak Kecamatan

Puncu Kabupaten Kediri. Hal ini disebabkan karena penghasilan mereka

sehari-hari sebagian besar bersumber dari bercocok tanam sebagai seorang

petani. Dan karena kerjasama pertanian merupakan salah satu cara yang

dilakukan oleh pegelola dan pemilik lahan (Perhutani)  untuk mencapai

kemajuan dan tujuan hidup dengan cara bekarjasama.

Islam memang mengajarkan kepada umatnya untuk saling membantu

dan meringankan beban orang lain. Dalam hal ini telah diwujudkan oleh

pihak perhutani yang mengizinkan lahan perhutani dikelola oleh petani.

Sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Ma>idah ayat 2:

                    
   

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat
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dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah,
Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.1 (QS. Al-Ma>idah : 2)

Berdasarkan ayat al-Qur’an di atas bahwa mukha>barah atau

kerjasama dalam pertanian dalam Islam merupakan suatu hal yang penting

dalam kehidupan masyarakat, untuk saling tolong-menolong dan saling

bertukar keperluan melalui kerjasama. Salah satu bentuk kerjasama yang

umum di masyarakat adalah akad kerjasama pertanian yang merupakan mata

pencaharian masyarakat desa yang paling utama.

Praktik kerjasama dalam bidang pertanian yang dilakukan pemilik

lahan dan pengelola lahan ini tentunya memberikan manfaat kepada kedua

belah pihak. Adapun manfaat bagi pemilik lahan adalah agar tanah yang

kosong tidak dimanfaatkan oleh perhutani bisa menghasilkan keuntungan

bagi perhutani, keuntungan berupa pembayaran lahan dan keuntungan  tanah

yang kosong tersebut bisa tetap terjaga kesuburannya dengan ditanami atau

dikelola para petani. Sedangkan manfaat bagi pengelola lahan adalah untuk

memenuhi kebutuhan mereka yang notabennya tidak memiliki lahan untuk

bertani dan kemampuan mereka lebih condong ke pertanian. Dengan adanya

lahan perhutani tersebut mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Manusia sebagai makhluk sosial perlu menggalang kerjasama dengan

sesama untuk mewujudkan tujuan bersama, sebagaimana pemilik lahan

perhutani di desa Satak yang lahanya tidak dimanfaatkan dan tidak produktif

sehingga dirasa perlu untuk mengadakan kerjasama bagi hasil atas pertanian

1 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro,
2005), 157.
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ini. Adapun pengelolaannya diserahkan kepada penggarap yang mempunyai

keahlian dan kemampuan untuk mengadakan praktek kerjasama dalam

bidang pertanian.

Meskipun operasionalnya diserahkan kepada penggarap dan pemilik

lahan, tapi Islam tidak mengesampingkan terwujudnya kerjasama melalui

berbagai bentuknya yang dinamis dan halal melainkan juga membekali etos

kerjasama atas dasar iman dan taqwa yang melahirkan kerjasama yang jujur

adil dan bertanggung jawab. Hal ini mengingatkan adanya kenyataan bahwa

banyak orang yang melakukan usaha kerjasama dan ia melakukan

kecurangan dan saling mengkhianati antara sesama hal itu timbul karena

latar belakang egoisme, individualism, kapitalisme dan matrealisme. Adapun

kerjasama yang berdasarkan moral iman dan taqwa akan melahirkan

kejujuran (amanah).

Kerjasama dalam bidang pertanian dalam Islam yang di landasi

kejujuran dan tanggung jawab akan diberkahi oleh Allah Swt, sehingga

jelaslah bahwa seorang yang mendapat kepercayaan sebagaimana penggarap

dalam kerjasama ini tentulah ia harus berbuat jujur kepada orang yang

menaruh kepercayaan tersebut.

Kerjasama yang dilakukan penggarap dan pemilik sawah dalam

kerjasama tidaklah dilarang dalam Islam asalkan masih dalam bingkai syariat

Islam tidak mengurangi rasa keadilan, kejujuran dan ketaqwaan kepada

Allah Swt dan demikian juga harus dijadikan sebagai rasa tanggung jawab
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dan amanah bagi penggarap khususnya. Karena dalam akad kerjasama di

desa Satak ketika masa panen tiba pengelola lahan harus memberikan atau

membayar berupa uang pada pemilik lahan (perhutani) sejumlah 20% dari

hasil panen pertanian lahan yang mereka garab. Praktik pengelolaan lahan

perhutani desa Satak ini bila dilihat dari proses bagi hasilnya tidak masalah,

karena antara kedua belah pihak telah bersepakat atas ketentuan bagi hasil

kerjasama pertanian mereka.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Pengelolaan Lahan Perhutani Desa Satak

Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri

Hukum dan masyarakat adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan.

Hukum yang didasarkan pada suatu pemikiran atau pandangan dan nilai-nilai

yang berlaku dimasyarakat dijunjung tinggi dan dijadikan landasan hidup

oleh masyarakat dimana hukum itu berlaku, namun untuk masyarakat islam

itu sendiri, hukum yang dipandang mampu memenuhi cita rasa keadilan itu

sendiri adalah hukum islam, akan tetapi presepsi masyarakat terhadap

hukum islam sendiri adalah variatif.2

Hukum Islam dikembangkan dengan menggunakan akal sebagai

media ijtihat dengan tetap menghargai dan bahkan mengadopsi nilai-nilai

lokal. Akal berperan penting sebagai penerap dan penyebab aturan-aturan

dalam hukum islam, namun tidak semuanya cara pandang bisa dijadikan

hukum, tentu saja ada sejumlah ketentuan dari cara pandang tersebut dapat

2 Muhammad, Aspek Hukum Dalam Muamalat, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 17-18.
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diterima sebagai tradisi hukum.3 Sebagai mana kaidah fiqiyah berikut: adat

kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.

Dalam bab sebelumnya penulis telah memaparkan bagaimana praktik

pengelolaan lahan perhutani di Desa Satak Puncu Kediri. Dari data yang

didapat, maka kerjasama pertanian (mukha>barah) secara garis besar dapat

dianalisis dari beberapa segi, yaitu:

1. Akad mukha>barah

Muza>raah sering kali diidentikan dengan mukha>barah. Diantara

keduanya ada sedikit perbedaan, muza>raah benihnya dari pemilik tanah,

sedangkan mukha>barah benih dari penggarap.4 Menurut ulama

Syafi’iyah membedakan antara mukha>barah dan muza>ra’ah.

Mukha>barah adalah mengelola tanah yang di atas sesuatu yang

dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun muza>ra’ah

sama seperti mukha>barah hanya saja benihnya berasal dari pemilik

tanah.5

Muza>raah dan mukha>barah memiliki makna yang berbeda,

pendapat tersebut dikemukakan oleh al-Rafi’i dan al-Nawawi,

sedangkan menurut al-Qadhi Abu Thayid, muza>raah dan mukha>barah

merupakan satu pengertian.6 Dari pengertian diatas bisa dikatakan

bahwa mukha>barah memiliki makna yang berbeda dengan muza>raah,

perbedaan tersebut terdapat pada modalnya. Mukha>barah modalnya

3 Ibid.,57-58.
4 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, (Jakarta: kencana, 2012), 240.
5 Muhammad Asy-Syarbini, Mugni Al-muhtaj, Juz II, 323.
6 Abi bakr Ibn Muhammad Taqiyyuddin, Kifayat al-Akhyar, (Bandung: Alma’arif, 1987), 314.
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berasal dari penggarab atau pengelola, sedangkan muza>raah modalnya

berasal dari pemilik lahan. Sedangkan kerjasama yang terjadi di desa

Satak puncu Kediri ini modal berasal dari pengelola lahan, dan bisa

disimpulkan akad kerjasama disana menggunakan akad mukha>barah.

Dalam membuat perjanjian (akad) kerjasama pertanian di desa

Satak kecamatan Puncu kabupaten Kediri menghasilkan rumusan-

rumusan yang penulis paparkan pada bab III yaitu tentang syarat-syarat

akad yang belum terpenuhi. Dalam transaksi perjanjian tersebut petani

dengan perhutani hanya menyepakati pembagian hasilnya saja,

sedangkan syarat mukha>barah lainya tidak terpenuhi. Syarat tersebut

antara lain harus adanya batasan waktu pengelolaan lahan  perhutani

tersebut. Sedangkan akad disana tidak ada batasan waktu. Seperti yang

dipaparkan para warga desa sana.

Analisis ini membahas tentang syarat yang berberkaitan dengan

waktu, syarat-syaratnya ialah :

a. Waktunya telah ditentukan

b. Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang

dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4

bulan (tergantung teknologi yang dipakinya, termasuk

kebiasaan setempat),

c. Waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup meurut

kebiasaan.7

7 Abdurrahman al-jaziri, Fiqh ‘Ala Madzahib ak-Arb’ah, (Bairut: Dar al-Qalam, 1969), 5-9.
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Yang pertama waktu telah ditentukan, dari wawancara kami

terhadap para petani desa Satak, waktu pengelolaan lahan tersebut tidak

ditentukan. Dalam artian petani hanya menggarap lahan tersebut tanpa

mengetahui lahan yang mereka garab habis masa perjanjian samapai

kapan. Akan tetapi akad yang terjadi ini masuk kedalam kebiasaan

makanisme kesepakatan petani dengan PT. Perhutani. Seolah-olah ini

tidak ada batasan akan tetapi tetap ada batasan yaitu sampai batas

waktu yang belum ditentukan. Syarat sah akad sendiri adalah segala

sesuatu yang disyaratkan syara’ untuk menjamin dampak keabsahan

akad.8 Syarat tersebut ada namun kurang transparansinya pihak

Perhutani menjadikan salah paham. Sebagaimana firman Allah dalam

QS. al-Ma>idah ayat 1:

         ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad
itu”.9 (QS. al-Ma>idah :1)

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam melakukan suatu perjanjian,

harus memenuhi akad. Sedangkan akad yang terjadi di desa Satak sudah

terpenuhi, akan tetapi kurang jelas dikemukakan kepada pihak petani.

Yang kedua, waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman

yang dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4 bulan

(tergantung teknologi yang dipakinya, termasuk kebiasaan setempat).

Dalam hal ini sesuai dengan kondisi pertanian di desa Satak, akan tetapi

8 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 65.
9 Departemen Agama RI, Al-qur’an dan..., 106.
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setiap selesai panen raya tidak diadakan akad kembali, petani langsung

melanjutkan menggarap lahan petak-petak sawan perhutani yang mereka

garab. Itu menjadi sebuah adat atau kebiasaan disana, langsung

menggarap lahan tanpa akad kembali. Khasus ini masuk dalam akad

tanpa syarat (‘aqad munjiz), yaitu akad yang dilaksanakan langsung

pada waktu selesainya akad tanpa memberikan batasan. Pernyataan akad

yang diikuti dengan pelaksaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai

dengan syarat-syarat dan tidak ditentukan waktu pelaksaan setelah

adanya akad.10

Yang ketiga, waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak

hidup menurut kebiasaan. Waktu yang ketiga ini juga terjadi di desa

Satak, karena akad mulainya kerjasama pertanian ini terjadi sebelum

kekelola petani-petani saat ini, dalam artian dikerjakan atau dikelola

oleh orang tua mereka atau sesepuh mereka. Setelah mereka meninggal

pengelolaan diserahkan kepada anak-anak mereka yang saat ini

mengelola lahan tersebut. Adanya perbedaan akad antara dulu dan

sekarang karena para petani melakukan protes atas pembagian hasil

antara petani dan pihak perhutani. Dan kemudian baru terjadinya akad

kembali. Konflik terjadinya ketidak adilan pembagian hasil menurut

petani pada saat itu sangat merugikan petani sendiri. Sesuai dengan

firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 29:

10 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), 50.
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan
jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara
kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah
adalah maha penyayang kepadamu”.11 (QS. an-Nisa > : 29)

Ayat diatas menjelaskan bahawa larangan memakan harta orang lain

dengan jalan yang batil, disinilah petani saat itu melalukan protes,

mereka merasa dirugikan atas pembagian hasil yang perhutani berikan.

Setelah terjadinya akad kembali mengenai pembagian hasil akhirnya

disepakati pembagian hasil yang digunakan pada pengelolaan yang

terjadi sekarang.

2. Pengelolaan Lahan Perhutani Desa Satak dalam Tinjaun ‘Urf

Sebagai mana kaidah fiqiyah berikut: adat kebiasaan dapat

ditetapkan sebagai hukum. Tradisi pengelolaan lahan perhutani secara

langsung tanpa ada batasan waktu tertulis di Desa Satak juga menurut

pandangan hukum Islam dalam teori al-‘Urf yakni secara bahasa sesuatu

yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat12 Sedangkan secara

istilah al-‘Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan

11 Departemen Agama RI, Al-qur’an dan..., 83.
12 Satria Effendi, M. Zein, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2008), 130.
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telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan,

atau keadaan meninggalkan.13

Firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-A’raf: 199.

           
Artinya: jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan
yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang
bodoh.14

Kata ‘urf dalam ayat tersebut, adalah dimana umat manusia

disuruh mengerjakannya karena dipahami sebagai sesuatu yang baik

dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat

tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang

telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu

masyarakat.15

Dari segi keabsahannya ‘urf yang terjadi di Desa Satak

merupakan ‘urf shahih, karena kebiasaan yang dilakukan orang-orang

tidak bertentangan dengan dalil syara’ tiada menghalalkan yang haram

dan tidak membatalkan yang wajib.16 Kebiasaan yang dilakukan oleh

petani dan Perhutani juga menguntungkan kedua belah pihak.

Sedangkan berdasarkan jangkauannya termasuk dalam‘urf al-

kha>shsh,17 karena adat kebiasaan yang berlaku di Desa Satak merupakan

13 Ibid, h. 132-135
14 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah, (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar,

2009), 140.
15 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Terj. Faiz el Muttaqin, (Jakarta: Pustaka Amani,

2003), 117.
16Miftahul Arifin, A. Faishal Haq, Ushul Fiqh, (Surabaya: Citra Media, 1997), 147.
17 Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2010), 210.
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kebiasaan yang terjadi di wilayah Satak saja, yang dilakukan hanya oleh

masyarakat Satak.

Berdasarkan objeknya ‘urf yang terjadi di Desa Satak termasuk

dalam ‘urf al-‘amali, karena kebiasaan petani desa yang menggarap

lahan Perhutani tanpa ada akad yang jelas lagi sesudah membayar bagi

hasil pertanian. Kebiasaan petani dalam melakukan transaksi dengan

cara tertentu, yakni dengan langsung mengarap lahan tanpa ada akad

secara jelas.

Kebiasaan yang terjadi di Desa Satak Puncu Kediri masuk dalam

kebiasaan yang tidak menyalahi syari’at, kebiasaan pengelolaan seperti

itu dilakukan oleh sebagian besar warga Satak. Dan pengelolaan tersebut

juga tidak merugikan kedua belah pihak.

3. Pembagian Hasil Mukha>barah

Dari pembagian hasil panen yang ada di desa Satak yaitu dengan

cara membayar sejumlah 20% dari hasil panen, hal tersebut tidak

bertentangan dengan hukum Islam asalkan jujur adil dan kedua belah

pihak menyepakati pembagian hasil tersebut.

Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan

inovasi terhadap berbagai bentuk muamalah yang mereka butuhkan

dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk muamalah ini

tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Islam.

Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan oleh

manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan
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kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Disisi lain, sesuai

dengan perkembangan peradaban manusia, berkat kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi modern, banyak bermunculan bentuk-bentuk

transaksi yang belum di temui pembahasannya dalam khazanah fikih

klasik.

Dalam kasus seperti ini, tentunya seorang muslim harus

mempertimbangkan dan memperhatikan, apakah transaksi yang baru

muncul tersebut sudah sesuai dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip

muamalah yang di syari’atkan. Ajaran Islam dalam persoalan muamalah

bukanlah ajaran yang kaku dan sempit. Melainkan suatu ajaran yang

fleksibel dan elastis, yang dapat mengakomodir berbagai perkembangan

transaksi modern, selama tidak bertentangan dengan nash al- Qur’an dan

sunnah.18

Dalam hukum Islam dinyatakan bahwa pembayaran kerjasama

itu harus bernilai dan jelas jumlahnya. Seperti yang diriwayatkan oleh

Abu Daud:

ثنَأعُثْمَانُ  ثَـنَايزَيِدُبْنُ شَيْبَةَ أَبيِ بْنُ حَدَّ عِكْرمَِةَ محَُمَّدِبنِ سَعْدٍعَنْ بْنُ آَخْبـَرَناَإبْـراَهِيمُ هَارُوْنَ حَدَّ
سَعِيدِ عَنْ لبَِيْبَةأَبيِ بنِ عَبْدِالرَحمَْنِ محَُمَّدِبنِ عَنْ هِشَامِ بنِ ارِثِ الحَ بنِ عَبْدِالرَّحمَْنِ بنِ 

هَابلِْمَاءِ وَمَاسَعِدَ الزَّرعِْ مِنَ السَّوَاقِيبمِاَعَلَىالأَرْضَ كُنَّانُكْريْ قاَلسَعَدِ عَنْ بناُلمسَُيَّبِ  مِنـْ
رواه(آَوْفِضَّةٍ بِذَهَبٍ نكُْريَِـهَاوَآَمَرَناَآَنْ ذَلِكَ عَنْ موسلّ عليهاللّهصلّىاللّهِ رَسُولُ فَـنـَهَاناَ
)ابوداود

18 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 5.
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Artinya: “Diriwayatkan Utsman bin Abi Syaiban, diceritakan
Yazid bin Harun, memberi kabar Ibrahim bin Saad, dari
Muhammad bin Ikramah bin Abdurrahman bin Harits bin Hasyim,
dari Muhammad bin Labibah, dari Said bin Musayyab dari Saad
berkata: “dahulu kami menyewakan tanah dengan jalan membayar
dari tanaman yang tumbuh di atas tanah tersebut (hasil panen),
lalu Rasulullah melarang kami cara yang demikian dan
memerintahkan kami membayarnya dengan uang emas atau
perak”. (HR. Abu Daud)19

Dari hadits diatas dapat dikatakan pembayaran bagi hasil yang

dilakukan petani desa Satak kepada perhutani sudah sesuai dengan

syariat Islam.

Dalam pengelolaannya para petani dalam melakukan proses

panen tidak bisa dilakukan sendiri. Melainkan menyuruh orang lain

untuk membantu proses panen. Dengan memberikan upah yang sesuai.

Para Ulama telah menetapkan syarat upah, ada dua macam yaitu:

1. Berupa harta tetap yang diketahui

2. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ija>rah, seperti upah

menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.

Syarat tersebut disepakati oleh para Ulama. Syarat berupa harta harus

diperlukan dalam melakukan akad ija>rah, karena upah (ujrah) merupakan

harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli. 20

Sedangkan syarat upah harus diketahui, didasarkan pada hadis

Nabi saw:

19Abu Daud, Kitab Al-Buyu’ Sunan Ibnu Daud, Juz II (bairut: Dar al-kitabah al-Ilmiyah, 1757),
464.

20Wahbah al- Zuhaili, al-Fiqh al-Isla>my Wa Adillatuhu, jilid 5, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie
al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 400.
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راًمَنِ : قالوسلّمعليهاللّهصَلَّىالنّبيَّ أَنَّ عَنْهُ اللّهرَضِيَ عِيدْ سَ أَبيِ وَعَنْ  فَـلْيُسَمِّ اسْتَأْجَرأََجِيـْ
)عبدالرزاقرَوَاهُ (أُجْرَتهَُ لَهُ 

Artinya: “Dari Abi Said ra bahwa Rasulullah saw bersabda:
“Barang siapa mempekerjakan seorang pekeja, hendaknya ia
menentukan upahnya”. (HR. Adul Razzaq)21

Kejelasan dalam mekanisme pembayaran upah diperlukan agar

dapat diketahui perolehan kotor sebelum dipotong upah untuk pekerja.

Setelah diketahui perolehan kotor tersebut dari hasil panen, kemudian

sebagian uang dibayarkan untuk pekerja.  Hasil pengurangan dari

pekerja itulah dikatakan perolehan bersih. Kemudian perolehan tersebut

di bayarkan 20% untuk dibayarkan ke Perhutani.

21Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, Subul As-Salam Syarah Bulughul Maram, terj.
Muhammad Isnan, dkk, (Jakarta: Darus Sunnah, 2010), 374.


